
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 179/PMK.02/2022
TENTANG  : PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM
NEGARA

I. FORMAT DATA DAN INFORMASI RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KND

DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG
PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KND TAHUN ANGGARAN 20XX

PROYEKSI TAHUN BUKU 20XX:

NO NAMA BUMN TOTAL ASET TOTAL
KEWAJIBAN

TOTAL
EKUITAS PENDAPATAN LABA BERSIH DIVIDEN

PORSI
SAHAM

PEMERINTAH
KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan :
Untuk BUMN Tbk. data dapat disampaikan menurut klaster bidang usaha.

Tempat... , Tanggal ...
Pejabat Eselon I/II Kementerian Teknis
Jabatan

(Nama Lengkap)
NIP...



II. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA PENDUKUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama  : ......
Jabatan  : ......
Alamat  : ......

Sehubungan dengan Surat Permohonan kami Nomor... tanggal... hal... Tahun..., dengan ini menyatakan bahwa
data pendukung yang kami sampaikan yaitu:
a.  surat penetapan penggunaan laba bersih/ringkasan risalah RUPS; *)
b.  laporan keuangan Wajib Bayar yang telah diaudit;
c.  realisasi dan proyeksi arus kas tahun berjalan serta penjelasan penyebab kesulitan arus kas;
d.  dokumen bukti penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha. **)
adalah benar adanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, kami bersedia untuk membayar seluruh kewajiban berikut denda apabila terjadi keterlambatan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

 (tempat)....., tanggal ....
 Yang membuat pernyataan
 Direksi.....

  (Nama Lengkap)

 *) coret yang tidak perlu
**) dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
          u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


